Menimbang:

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara

tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat
untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi
pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan
dan pengeluaran;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal
104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan
rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk



Mengingat :

Menetapkan :

1.

memperoleh persetujuan bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN
ANGGARAN 2025.



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan
sistem dan prisip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Buleleng.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah DPRD Kabupaten Buleleng.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2
APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja
Daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
a. pendapatan Daerah Rp 2.372.954.306.100,00
b. belanja Daerah Rp 2.379.654.306.100,00
surplus/(defisit) Rp(6.700.000.000,00)

c. pembiayaan Daerah

1. penerimaan pembiayaan Rp37.000.000.000,00

2. pengeluaran pembiayaan Rp30.300.000.000,00

jumlah pembiayaan netto Rp6.700.000.000,00
sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenan Rp0,00
Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp2.372.954.306.100,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua
miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu

seratus rupiah) yang bersumber dari:



a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp661.202.579.805,00 (enam ratus
enam puluh satu miliar dua ratus dua juta lima ratus tujuh
puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah) yang terdiri dari:
a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp365.325.500.805,00 (tiga ratus enam
puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu
delapan ratus lima rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp250.563.079.000,00 (dua ratus lima
puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh
sembilan ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp36.002.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua juta rupiah).

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp9.312.000.000,00 (sembilan

miliar tiga ratus dua belas juta rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b direncanakan sebesar Rpl.676.565.570.295,00 (satu triliun
enam ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus enam puluh lima
juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima
rupiah) yang terdiri dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar Daerah.



(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.569.787.247.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh
sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus
empat puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl106.778.323.295,00
(seratus enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga

ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp35.186.156.000,00 (tiga
puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta seratus lima
puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncakan
sebesar Rp35.186.156.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan

puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp2.379.654.306.100,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh
sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam
ribu seratus rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp1.972.240.653.297,00 (satu
triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat
puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan

puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.302.296.463.434,00 (satu triliun tiga
ratus dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus
enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp602.093.968.913,00 (enam
ratus dua miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam
puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp65.418.315.000,00 (enam puluh lima
miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu
rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar
empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu

sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp118.842.473.502,00 (seratus
delapan belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat
ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah) yang terdiri
dari:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;

o o

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.632.259.614,00 (lima



puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima
puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesarr Rp9.146.824.702,00
(sembilan miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus
dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.756.667.713,00
(tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam
ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.458.356.458,00 (lima
belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima
puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp2.844.365.015,00 (dua miliar
delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh

lima ribu lima belas rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima

ratus juta rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp285.071.179.300,00 (dua ratus
delapan puluh lima miliar tujuh puluh satu juta seratus tujuh
puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp40.059.008.000,00 (empat puluh miliar
lima puluh sembilan juta delapan ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp245.012.171.300,00 (dua ratus



empat puluh lima miliar dua belas juta seratus tujuh puluh satu

ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah)
yang terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga
puluh tujuh miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar

Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga
puluh miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan
modal Daerah direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga

puluh miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga
ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada

badan usaha milik Daerah.
Pasal 16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran
belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan



pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta
rupiah).

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan
terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD serta pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

(4) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan
APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan
perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam

laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan



perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan

APBD.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini terdiri dari:
a. Lampiran I
ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
b. Lampiran II
ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi tahun anggaran 2025;
c. Lampiran III
rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan tahun anggaran 2025;
d. Lampiran IV
rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan
beserta sub keluaran tahun anggaran 2025;
e. Lampiran V
rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2025;
f. Lampiran VI
rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran
2025;
g. Lampiran VII
sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka
menengah Daerah/rencana pembangunan daerah dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025;



h. Lampiran VIII
sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana
kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan plafond anggaran
sementara dengan peraturan Daerah tentang anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;

i. Lampiran IX
sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi
dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran
2025;

j- Lampiran X
sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas
daerah tahun anggaran 2025;

k. Lampiran XI
daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun
anggaran 2025;

1. Lampiran XII
daftar rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2025;

m. Lampiran XIII
daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya
tahun anggaran 2025;

n. Lampiran XIV
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
Daerah dan Aset lain-lain tahun anggaran 2025;

o. Lampiran XV
daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years) tahun anggaran
2025;

p. Lampiran XVI
daftar dana cadangan tahun anggaran 2025;

q. Lampiran XVII

daftar pinjaman Daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD.



Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
Pj. BUPATI BULELENG,

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI
BALL: (..., .../ ...)



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR .. TAHUN ..
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi pedoman bagi
pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran
anggaran yang harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah diawali dengan penyusunan Target
Kinerja Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang Kemudian menjadi
dasar Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.
Mekanisme Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR ..



Lampiran | : Peraturan Daerah
Nomor :
Tanggal :
KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 661.202.579.805,00
4.1.01 Pajak Daerah 365.325.500.805,00
4.1.02 Retribusi Daerah 250.563.079.000,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 36.002.000.000,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 9.312.000.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.676.565.570.295,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.569.787.247.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 106.778.323.295,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 35.186.156.000,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 35.186.156.000,00
Jumlah Pendapatan 2.372.954.306.100,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 1.972.240.653.297,58
5.1.01 Belanja Pegawai 1.302.296.463.434,26
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 602.093.968.913,32
5.1.05 Belanja Hibah 65.418.315.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.431.905.950,00
5.2 BELANJA MODAL 118.842.473.502,42
5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.000.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.632.259.614,11
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.146.824.702,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.756.667.713,31
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.458.356.458,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 2.844.365.015,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.500.000.000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000,00
54 BELANJA TRANSFER 285.071.179.300,00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 40.059.008.000,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 245.012.171.300,00
Jumlah Belanja 2.379.654.306.100,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-11-23 06:36:07 Hal. 1/2



KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
Total Surplus/(Defisit) -6.700.000.000,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 37.000.000.000,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 37.000.000.000,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 30.300.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 30.300.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 37.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 30.300.000.000,00
Pembiayaan Netto 6.700.000.000,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-11-23 06:36:07

Kab. Buleleng, ......c.cccccccvuvrenn.

Pj Bupati

Ketut Lihadnyana

Hal. 2/2




BERITA ACARA

Nomor : 900.1.1/2273/XI1/DPRD/2024
Nomor : 900/207.12/Bid | - BPKPD/X1/2024

PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat, kami vang bertandatangan dibawah ini ;

1. Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A . Penjabat Bupati Buleleng, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
vang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor
1 Singaraja, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.
2. Ketut Ngurah Arya, A.Md.kom : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
3, I Nyoman Gede Wandira Adi, 8. T : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
4, Made Jayadi Asmara, 5.S0s : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
5. Kadek Widana, S.H ¢ Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut
sebagal PIHAK KEDUA,

menvatakan bahwa :

L

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujul Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 vang
telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan
schagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catalan vang
terlampir pada Berita Acara ini,

. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan vang terlampir pada Berita Acara ini
selambat-lambatnva sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani
Berita Acara inl.

. PIHAK PERTAMA akan menvampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapat

pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja hari setelah ditandatangani Berila
Acara ini.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PJ. ATI BULELENG,

Ir. Ketut

M.

r"

Singaraja, 22 Nopember 2024
EETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG

Ketut N A, Kom

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG

I Nyoman Wa 5.T.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG

WAKIL KETUA DPRD

KABUPATEN EW

Widana, 5.H



LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD HARUPATEN BULELENG

- 900.1.1/2273/X1/DPRD/2024
: 900/207.12/Bid | - BPKPD/X1/2024

MOMOR
HOMOR
TANGGAL
TENTANG

1 22 NOFEMBER 2024

| CATATAN PERSETILIUAN BERSAMA HEFALA DAERAH DAN
OPRD EABUPATEN BULELENG TENTANG RARCARGRN

20005

Fengpunaaninva Bidang
. Likfi

FERATURAN DAERAH HABUPATEN BULELENG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATARN DANR BELARIA DAERAW TAHUN
ANGOARAN IOES
e URAIAN RAPED SEBELUM RAPED SETELAH BERTAMBAH
. i PERSETILIUAR FERSETUJUAN _|Rp. i
1 2 3 [ S=(4-3| B
L] PENDAPATAN DAERAH 2,488,780, T4T. 5348 3_372.954 306, 100 L:I.IH-EEMI.JH-J __11.651
4.1 PENDAPATAN ASLIL B0, 450,613 480 G61.202 57TG 808 166.751.966.325 31,60
DAERAH (PAD)
i.1.01 Pk Daerah 217 520, 000, D00 M5.325. 500 #O5 147.508.500,805 67,72 |
4.1.02 Betrilrual Daerab 28 Z1H.015 480 _2E0.563.070.000 123 344 405 530 FRT 04
4.1.04 Hasal Pengelolann Kekayman 31, B0 O ot (0200, CHHD & e 00000 13,21
Darrah yang Dipisahkan
4,104 Lain lmin PAD yung Sah 2 6 13000000 9.312,000.000 (215,300, DO0. 00} (%5 85|
W.a FENDAPATAN TRANSFER 1.05].152.974_ 028 1.B7T6.568.570.295 |274. 58T 407, 763) (14,07
#.2.00 Pendapatan Tramsfer 1.753.850.576. 152 1.569 TET.247.000 [184.063.329,192) [10,49)
Pemeriotah Pasat L
4. 20108 |Dans Desa 128.596.907.000 138.653. 772000 2.9%6.865,000 .74
4.2.01 05.0 |Dana Dess 2B 506, 0T D0 138553, 772,000 §.9856. 865,000 .74
L
4,200 05,0 | Dana Desa |28, 5596, B07 0D 138,553,772, L0 9,956, 865,000 TeTd
L0 ]
4.2.01.06 Tnsentlf Fiskal 14.663.467.000 22.223 801 .00 7.86 1,034,000 51,57
{42 01.006.0 [Tesentil Fsianl Untuk 14 Bh 2 46T 000 22 322,501(KK F.a0 ] 08000 nl ST |
] Penghargiss Kinerja Tahun
e beliansym
4 201 O 0 |Insentif Fiskal Uniuk 14, Gh7. 467 Dl F 22T S0 0D T o5 K3 e 51,57
20000 Fenghargnam Kiserj Tahan
i Srherluiemya i m— e —
4,2,01.07 |Dans E Hasil jpﬂﬂ] 21.332. 747000 20 84T 451.000 1,534, 704,000 G001
4.2.01.07.0/FBH Pajak LG 484412000 28 491, 630,000 3, 00T, 218,000 46,23
1
4. 300,070 |DBH FBR 411357000 G B45. HHI 189, 458 000 1842
1000 L
4 2010740 |DBH PPh Pasal 21 18 40, TR, () AT MR 54T (00 B.A1 1 ThE.000 47 .65
1 D]
4 201070 |DBEH Cuksi Hasil Temlbakau &L 273000 TR 234,000 45 BE5.000 #5122
1.0 i
4,2,01.07.0/DEH Sumber Dayn Alam 1.848 335,000 1.ATE.E21.000 [472.514.000) [25, 56}
2 D4}
4.2.61.07.0 |DRA S0A Kehatanen-Provasi 0 A0 {1 40000 | sDp ol
20006 Sumber Dova Hutan (FROH)
4,2.00.07.0 | DBH SDA Perilcanan ] 548 355,000 | 1.275 420,000 [#72 915 004 (35,59
(2,0004 oo
4.2.01,08 |Pans Alokasi Umum [DAU) | 1308717710192 1.019. %44 TAD.OOO [1BE.TTZ.530.192) [1541]
4.2.01.08,0| DAU yang Tidak B10,521,352,000 811.350.680.000 §38.337.000 0,10
1 Ditentulan
Penggunasnnys
4,201 080 (Tl ALO.521.352 000 Al 1350 680 00H) BIE, 337 (K} 0,11
| o .
4.2,01.08.0 AU yang Ditentokan 305.196.358.193 Z208.585.091.000 (186611267, 182] [47.23)
- Pengguasannys
4, 2.0 1.08.0 | DAY Tambahan Dulungan 3,800 (500,000 3 R00.000,000 [ -
2000 Pendanaan Keturahan
DAL Tambshan Dulangin 254 131,185,192 a5 R, 105000 15833000, 1934 [, 3
. Peilanasm atns Befijnkan
._= ;‘ru:im o Pemggujnsn Pegawil PFemeninianb
SRt demgan Perjumjian Kera
4.2.01.080 [DAL yung Diteriiulan B4 055616 000 T1.000.788.000 113.564.828.0000 16,33
2.0004 Penggunasnnym Betang
4,200 0A.0 il].ﬂ.l.." wvang Ditentulnn 16708 282 D00 FRA60.53T .THH) (1A.B36.3497 00y (2,11}
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A Rk TATED SEEELUM RAPED SETELAH BERTAMEAH
= FERBETUJUAN PERSETUJUAN {Bp.} B
L 2 a 4 Se|4-3] &
4200 080 DAL yamg Ditentukan 13 508 673 (x4 15427471000 1G] S RO OO0 L4 20
2, (MM Penprunaannya Hidang
4.23,00.00,0 DAK Flaik 65473 880 BOO 14,244, 359,000 {51.239,230.000) TR, 24]
1
4. 2001000 |DAE Fistk-Bidang Irigase- i G.T4%. 41800 G741 41K 000
A 0043 Layanar Dasar
4201090 |DAK Fipik-Bidang Irigrss- EOBA GXL.OB0 f {505,621, 000] { 1a0,00)
1003 Prougasan <
4000 0 DA Fisik-Hidang 1 235.535.000 S0, 05H) (R} -|'-"'=J.'I-.+*=-.LHJUII 57 56|
i -FAUD
4,201,080 |DAK Fisix-Midang | T TR s 00 TAT.747 000 TH] .2E1.2:u.mm| (95,35}
1 T Prendidikam-SE)
4. 201 09,0 | DAK Misik-Bidang L3 200, T, D 226,234 () |'lZ'I.I:I3=.'i-E4.ﬂ'Dﬂ|| 98,22}
L OEIGR Pendidikan-SMP
4201 0490 |DAE Fisik-Hidang Keschatan i 3,001 6 880 Dk 2016880000
10075 Proguaton Sistom
e tHEBChdaD
4oL 010 |DAK Fisk-Bidarg Pertanian & T2 BET.OM 8] (LFRLAGT.O00 [ 100,00
342131 Penugasan - Pembangunaen
Heivvasl Sarana dan
Prassyrans Finik Theas
Peiyibamgumnan Pertinion
3.2.01.01.0 | DAK Fisik-Bidang Kelautan 3.472.300.000 0 13.472.209.0000 (100,00
3.0032 tdan Perikanan- Feagrsan
4. 2001000 |DAK Fisik-Bidang Jalan- 11,294 SRH.0OM 0 i .244.‘1-33.%.“' {10
3.0034 Beguber.Jalan
4,001.00,0 |DAK Fisik-Hulang Kesehaton 1 Q4% 05 ] 000 0 (oAt as]oon) 10
JA055 dan KB-Penugasan- Keluarga
Brorengana
4,300,000 [DAE Fiadg-Hudang Kesshatan 2494, TENLDO0 a .20 FRO.000 (100,00
Jss dan KE-Reguler Penguatan
Percepatan Perilramsan
E'ﬂunl:i.ng
£.2.00,00.00 |DAK Fak-Bidang kesshaton . 192 904,000 a jh 1R Atk oo (106
3 CeLefiCh dan KE-Foguler-Fenguatan
Sisterm Kesclhiatan
4,2.01.09 0 DAK Non Fislk F18.067. 196,000 344,983 384000 25, 886,228,000 B A5
& 208000 IDAK Mo Fisg-B0P O, CICHE O By, Do, DN o -
#IN L] Museum dan Thman Budayn
A S LI
{l DAE Man Fisik-Tiana 4] | A0, 0, (0 L OO0 0. 000 | #0HY 0
Bhemiuarn Penpgembangor
Pragram Perpustimknan
Liaeran
42,00 .09.0 [DAK MNon Fisik-Dann 4000 D00, 000 S0 Bl 00T |5 340,000 [L.232h
1.0072 Pelpyanan Perlmdungan
Perrmnuan dan Anak
4,200 0490 |DAK Mon Fusik-Dana BOSP- 1 17 085 a-800 Dl 116,166 480, (LK) 1501 8. Sl D0 .78
3000 BOS Hemuler
4,2.00.0%0 [DAK Non Fisik-Dane BOSP 30500 C O 3. 306,000,500 PUEREEIRELE 7.2l II
T | &
4,201,090 |DAK Non Fismk-Dena BOST T 346 8890000 T 280,640 000 [y Rk CR00 m-'?U"II
2.00238 BOP AU
4.2.01.000 |[DAK N Fiaik-Dasne BOSH 195, 300,000 105, (OCHD, O 130 DO 0K 1|-’--3U-JI
2,002 inerja
4,201 080 |DAK Non Fisik-Dang BO3P- 1. 385 O (R UEI} 1.27E 960, (M {E T e} (00 i4,08|
2,003 HOP Hesstaraan Heguler
4.2.01.090.0 |DAK Non Fusik-Dana BOSP- 135 Es0 D0 a3 C0H. [EER R a] EEIEET |
ranal BOF Kesetarasan Kibern
4, 3.00.0%0 |DAK Non Fisik-Dane BOK- O AHE ThS D0 T.086 5373 (NN} 4 Ay, 15 000 |24, 500
0033 Bk Dinas- BOE
Babuonien/ Kola
4201 000 |DAK Non Flailk-Dane BORK n G A 5,000 HI_44.5.[HH)
40034 BOE Dinas BOK
Pengywanan Obat dan
ELKRDIEIL
4,000 01 O |DAK NenFisik-Dann 1. 882 675040 0 | 1.882_.675.000) {100,001
4., 0033 Ketahpnan Fangan dan
Periamninn




BERTAMBAH, [BEERKURANG) |
HGRE SRR URAIAN RAPED SEBELUM RAFED BETELAH BERT, [ [BEREURANG) |
PERSETILIUTAN FERSETUJUAN (Bp-| e
i 2 3 4 Br{4-3] [
4200050 jDaK Non Feak-FREIVEM 1468 T 000 o {1, 08007000 (1CH1 AN
3,000 6
4. 200010 [Da Mon Pisik-Fasitoal =07 TR 000 i} (S0 THS, GOOK L0000
4 o) I
4.2.01,090 [DAK Non Fisik: Dana BOE- 87073 202000 T AR 5T 2,000 {154,630, 0301 [16,71)
3. 5 BOE Puskeaman
420 090 J0AK Mon Fisik-Tunjangan 154, 291 B Ui 1L, DRT. 2008 Ol 605 ATR.000 23491
0036 Gura ASN Daerah
Tunjmigsty Peodesi Gurd
1201000 [DAK Non Fisik Tunjangan 2 332,404,000 L TT4.T50.000 [2.557 G4 000 {51,014
20047 Guru ASY Daemhb
Tambahan Penghasilan
Liury
4.2.01.00.0 [[AK Hon Fisik-Bantsan H.H20.330 000  DER 100,000 158,664, 000 2,31
20035 |Operassonal Keluangs
4.2.02 ndapatan Transfer Antar 167.302.401.856 106,778,323 295 [90.524.078.8T1)  |45,88)|
Dmerak
4.3.00.01 |Pendapatan Bagi Hasil 180.699.765.034 50,169 686463 [00.524 078.571) _ [80,10]
4. 202,010 |Pendaprtan Bagi Hasll Pajek 180,601 765 (04 G0, LA BRE,SE ().534 OTA.5T1] {50,101
1
2 202008 |Pendapeian Bagi Hasil Pajak GATASITR.O14 [ (B THE ITHBI4| (100,00
1001 kenidaraan Bermator
4.2.00.00.0 |Pendapatan Bagl Hasll Hea AW 25A 658 2TY {1 38,253,658, 479) | L0k o
10002 Balik MNama Kendaraan|
Hermotar
4. 2.02.01.0 |Pedapaan Bag Heail Prygak 42510605, 164 AR HA0 M504 6. 330.655. 346 14,89
1.0003 Bahan Bakar Kendarasn
Hermotog, ==
& 2.02.01.0 |Pendapalan Hegi Hasil Prjak Oy, 155.653 Ty, [55.653 1]
Wi Air Permytbenan
& 2 02,000 [Pendapatnn Bagi Hasil Pajak 41.079, 167 48 41.213,270. 296 [44 1032 0T 0,35
| D05 Rokok S—
4.2.02.02 [Bantnan Heashgan 16.608, 636 32 16.608.636,832 (V] -
4202020 |Bantuen Kevangan Khusus 16608 H36.832 16,608 614 8132 a
2 dar Pemerintabl Provins
4,202 020 | Bantian Keuangan Khusas L, 60/ B56E-R3L R ¥ e LR R 0
R ] | dari Pemerntah Dastah
I —
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 25.184,156.000 35,186.1568.000 o r
DAERAH YANG SAH
4,303 Leam ki Penibapaian Sesund 35, 184, | B, 000 15,186, 156000 i} .
deagan Ketentuan Preratursn
Berun -
4,.3.03.02 |I"end~::|:|a.lian ana Kapstasi A5 L BG. 156,000 35,186, | 5h.000 ¥}
JEN paiis FETE
4308020 |Pervfapanan Dann Kapitesi 15 IBE, 156 G010 35,1841 56,000 o
1 JEN padn FETE — St e ESrrAere -
5 BELANJA DAERAH _&#H.IIII.‘H-".I’.EJ-’I 2,279 654, 306, 100 |1185.B35.441,438) i
8.1 BELANJA OPERAEL 2.045.599.986.237|  1.972.240.683.298 {73,359.3.13.939]
5 1,01 Belanja Pegawai 1 ATILERS. 435,010 L3002 2096 405 434 {158, 398.497 1 .585]
5,10 Brlanja Harang dun Jasa _500.215 532,007 GOE.003, 068,013 101.878.436.906
5 1 .05 Birlanjn Hilah 66,821 S frfa | 5,4 18,315, 000 [1.403.251.661]
5 1 06 Helanyn Banruan Sosial 7 867 452 550 2.431.5905 950 5.435 Bl GO0N 69,04
8.2 BELANJA MODAL IHL}_QT.IHLEIM 118842 473.503 PS84, 534, 532) 27
5.2.01 Brianga Modal Tanah A1.673.373 4,000 000 673.272) (87,76
5.2.02 Belagtia Modal Perabotan dan S0 644,222,510 55,632, 25614 4. 9RE.037.008 9,58
b sy
5.2.03% Belanja Modal Gedung dan TEASD 4R3I T o |an B 702 0. 505639015 [BE A7)
Fangunan
5204 Helmnja Modal Jalan, 1 1. 325987 65T A%, 75066T.713 24 450 6H0 050 415,70
Jaringan, den lrigasi =
5.2.05 Bielanjs Madel Aset Tetap 20687, 292 D 15 456.356.458 (5.222.936.511) (26.25)
5.2.06 Helamja Modal Asct [ainmya 3,797 34T 000 & 844, 65015 51.987.1158 1.86
53 BELANJA TIDAE TERDUGA 10.000.000.000 “3.500.000.000 |6.500.000.000) (65,00
5301 tarnja Tidak Terdu 1 Ch D0k, (NOHD, CHCHD 0, DM O DL [, 5400, DM 0K 165, 0
54 ']IEM:" A TRANSFER 275761 781.267 285.071.179.300 0308 426 033 138
54.00 e lnsije H il 03861 45 &0 RS54 NGRS, Q00 15,455, 136 G534 bk B2
EE 4.0F HBelanja Hanturn Relangan I3l 158 891 %19 1454112, 171.3040 %, D46, F20G1 12,45}
Total Burplus/|Defisit] 16 T00.000,000) 6. 700, 000.000] o -




RAPBD SEBELUM |

RAPHD SETELAR

BERTAMEBAH | (BERKURANG|

s el PERSETUJUAN PERSETUJUAN [Rp.) )
1 2 - 4 B=(4-3] &
i PEMBIATAAN DAERAH 6., 700,000, D00 _6,700.000.000 - -
il PENERIMAAN FEMBIAYAAN AT e 00 D00 AT 000, 000, 00 - -
aln. W Yiza Lebih Pechitungan A7 000,000,000 37, DO QO e -
Angparan Tahn
Hi PENGELUARAN 30.300.000.000/ 30.300.000.000 : =
PEMBIAYAAN
wan. 3o Fenyertann Modal Daerah Wamnmgﬁ 0. 300, (0000 - -
PEMBIAYAN NETTO 6.700,000,000 5.700.000.000 - -

B}

Sasa Lebih Pembeayaan
Anggaran Dasrah Tahun

Berkenqan [STLPA)

BINGARAJA, 22 NOVEMBER 2024

HETUA DFRD
HKABUP,

WAKIL HETUA DPRD
HABUFPATEN BULELENG
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